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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas oleh penulis dalam beberapa bab

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku usaha

adalah Pasal 4 Butir a dan c yaitu konsumen berhak atas kenyamanan dalam

mengkonsumsi jasa Layana Triple Play Indihome dan konsumen berhak atas

informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan serta informasi

harga jasa Layanan Triple Play Indihome, tetapi pelaku usaha tidak

memberikan hak konsumen tersebut. Pasal 7 Butir b, d yaitu pelaku usaha

wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan jasa Layanan Triple Play Indihome kepada konsumen, pelaku usaha

wajib menjamin mutu jasa Layanan Triple Play Indihome sesuai yang

diperjanjikan yaitu koneksi yang cepat, stabil, dan tidak terputus-putus, tetapi

konsumen tidak memberikan informasi yang benar, dan tidak memberikan

mutu Layanan Triple Play Indihome sesuai yang telah diperjanjikan dengan

konsumen.Pasal 8 Butir f yaitu pelaku usaha tidak sesuai dengan janji yang

dinyatakan dalam iklan, konsumen seharusnya dapat menikmati koneksi dari

Layanan Triple Play Indihome dengan cepat, stabil, dan koneksi tidak terputus-

putus, tetapi pelaku usaha tidak memberikan janji dalam iklan yang telah

dicetaknya, sehingga konsumen merasa dirugikan. Pasal 16 Butir b yaitu

Pelaku usaha tidak menepati janji atas hal yang telah diperjanjikan kepada

konsumen dalam kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha, tetapi pelaku

usaha tidak memberikan sesuai apa yang telah disepakati dalam kontrak. Pasal

17 Ayat 1 Butir a yaitu pelaku usaha telah mengelabui konsumen mengenai

kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga tarif jasa Layanan Triple Play

Indihome sehingga konsumen merasa dirugikan. Pasal 18 Butir g bahwa pelaku
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usaha membuat sebuah klausula eksonerasi yaitu menambahkan secra sepihak

tanpa dinegosiasikan terlebih dahulu kepada konsumen mengenai penambahan

biaya pemutusan apabila konsumen berhenti berlangganan Layanan Triple

Play Indihome.

Dalam hal ini konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut di

dalam maupun di luar pengadilan. Yang diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 48

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah

diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang diwakili oleh telemarketer seharusnya memberi tahu

kepada konsumen mengenai kekurangan dan kelebihan dari produk jasa

Layanan Triple Play Indihome.

2. Pelaku usaha seharusnya mencantumkan ketentuan dalam penggunaan

kabel fiber optic sehingga konsumen tidak salah tanggap seperti kasus

di atas.

3. Seharusnya pemerintah dalam hal melakukan fungsi pengawasan,

membuat pemeriksaan terhadap pembuatan kontak baku (yang masih

berupa rancangan) sebelum diberikan pelaku usaha kepada konsumen,

agar kedudukan konsumen dengan pelaku usaha seimbang.

4. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

konsumen, seharusnnya dicantumkan tentang pembuatan perjanjian

melalui kontrak elektronik.

5. Dalam hal telemarketer yang bertindak sebagai pelaku usaha

seharusnya memberikan penjelasan yang lebih detail kepada konsumen

tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai isi
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kontrak, dan memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kualitas,

kuantitas, dan tarif jasa.

6. Konsumen seharusnya aktif menanyakan tentang informasi yang

diberikan pelaku usaha apabila tidak jelas, sehingga kejadian di atas

tidak terulang kembali.
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